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BAB V 

PENUTUP   

5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1. Perlindungan konsumen atas ketentuan standar pengembalian 

barang yang ditetapkan oleh salah satu marketplace berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen 

Kehadiran hukum perlindungan konsumen pada prinsipnya bertujuan 

untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum 

bagi konsumen dari segala kegiatan pelaku usaha yang merugikan 

konsumen. UU PK sebagai payung hukum perlindungan konsumen di 

Indonesia mengatur dengan rinci hak serta kewajiban konsumen dan 

pelaku usaha dalam kegiatannya melakukan hubungan hukum yang 

berkaitan dengan barang dan/atau jasa. Hubungan antara pelaku usaha 

dengan konsumen yang termasuk dalam ruang lingkup UU PK dalam hal 

ini adalah Bukalapak sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai 

konsumen serta pelapak sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai 

konsumen. 

 

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis pada Bab IV, maka 

dapat disimpulkan bahwa adanya pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1) 

huruf g UU PK yang dilakukan oleh Bukalapak menyebabkan 

pelaksanaan prosedur pengembalian yang diselesaikan tidak sesuai 

dengan yang telah disepakati. Hal ini mengakibatkan terlanggarnya hak 

konsumen sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 huruf h UU PK. Hak 
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konsumen yang dilanggar tersebut adalah hak konsumen 

untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau 

tidak sebagaimana mestinya. Prosedur pelaksanaan komplain yang 

dilaksanakan tidak sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian baku 

elektronik mengakibatkan konsumen tidak mendapat kompensasi, ganti 

rugi dan/atau penggantian atas barang yang dibeli tidak berfungsi 

sebagaimana mestinya.  

 

Adanya pelaksanaan penyelesaian komplain yang tidak sesuai dengan 

perjanjian telah disepakati sebelumnya juga melanggar kewajiban pelaku 

usaha yaitu untuk memberikan kompensasi, ganti 

rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima 

atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Hal tersebut 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 huruf g UU PK. Sehingga 

seharusnya siapa pun konsumennya apabila ia menerima barang yang 

tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, ia berhak untuk mendapat 

ganti rugi dan/atau penggantian atas barang tersebut sesuai dengan yang 

telah disepakati dalam perjanjian sebelumnya. Maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat perlindungan dalam aspek kewajiban pelaku usaha 

secara menyeluruh karena dalam aturan penggunaan di Bukalapak 

dimana hanya mengatur beberapa kewajiban pelaku usaha.  

Lebih lanjut bahwa Bukalapak sebagai pelaku usaha jasa juga telah 

melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a karena tidak 

memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan sebagaimana 

terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) huruf g PP PMSE yang mengatur 

mengenai standar informasi yang harus dimuat dalam perjanjian 
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elektronik. Serta Pelapak sebagai pelaku usaha barang dan/atau jasa telah 

melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f karena 

memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji 

yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi 

penjualan barang dan/atau jasa tersebut. 

 

Penting untuk disadari bahwa Hukum Perlindungan Konsumen tidak 

hanya menuntut pelaku usaha untuk mengedepankan hak konsumen dan 

kewajibannya sebagai pelaku usaha dalam penyelenggaraan usahanya, 

namun untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif 

diperlukan upaya yang aktif dari kedua belah pihak baik konsumen 

maupun pelaku usaha. Upaya yang aktif dari konsumen maksudnya 

adalah konsumen dalam melakukan konsumsi barang dan/atau jasa, 

harus memahami secara menyeluruh baik hak maupun kewajibannya 

sebagai konsumen. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, hak dan 

kewajiban konsumen serta pelaku usaha telah diatur di dalam Bab II 

bagian pertama dan bagian kedua UU PK, tepatnya pada Pasal 4 sampai 

dengan Pasal 7 UU PK. Pelaksanaan dari hak dan kewajiban tersebut 

diharapkan dapat disertakan dengan pemahaman dan kepatuhan kedua 

belah pihak, yang kemudian baru didukung penegakannya oleh berbagai 

pasal sanksi atas pelanggarannya, lembaga peradilan serta lembaga 

penyelesaian sengketa lainnya. 

5.1.2. Penyelesaian sengketa yang timbul akibat komplain yang 

diselesaikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh 

aplikasi belanja online 

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen adalah penyelesaian 

sengketa konsumen, proses penyelesaian sengketa konsumen dilakukan 

apabila dalam transaksi online terjadi pelanggaran terhadap hak-hak 
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konsumen. Dalam hal terjadi pelanggaran dan konsumen merasa 

dirugikan, konsumen pada dasarnya memiliki hak untuk didengar 

pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan88 

serta hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.89 Selain itu 

sebagai konsumen juga memiliki hak untuk mengajukan tuntuan atau 

permohonan ganti rugi kepada pelaku usaha dalam hal terjadi kerugian 

konsumen. Hak tersebut timbul sebagai akibat dari kewajiban pelaku 

usaha untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian 

konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan 

atau diperdagangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UU PK. 

Apabila keluhan, keberatan atau permohonan ganti rugi konsumen 

tersebut tidak ditanggapi dan/atau tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, 

maka berdasarkan Pasal 23 UU PK telah terjadi sengketa konsumen. 

 

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa konsumen memiliki hak untuk 

mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa 

maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 45 UU PK, dalam hal terjadi 

sengketa konsumen, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui 

upaya hukum yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Para pihak 

memiliki kebebasan untuk memilih menyelesaikan sengketa melalui 

jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan) 

melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Lebih lanjut, 

konsumen yang memilih melakukan penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan atau non-litigasi maka dapat melihat ketentuan dalam 

Kemenperindag No. 350/2001 tentang Pelaksaan Tugas dan Wewenang 

                                                             
88 Pasal 4 huruf d UU PK. 
89 Pasal 4 huruf e UU PK. 
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BPSK. Lebih tepatnya dalam Pasal 4 ayat (1) Kemenperindag No. 

350/2001 tentang Pelaksaan Tugas dan Wewenang BPSK menyatakan 

bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara konsiliasi atau 

mediasi atau arbitrase. Dengan demikian, apabila konsumen telah 

memilih dan sepakat untuk melakukan penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan (melalui BPSK), maka para pihak baik konsumen maupun 

pelaku usaha kemudian harus memilih serta sepakat mengenai cara mana 

yang akan dipilih untuk melakukan penyelesaian sengketa untuk 

selanjutnya diajukan gugatan oleh konsumen kepada BPSK. Serta pada 

setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh 

para pihak yang bersengketa. 

 

5.2.Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis sampaikan di atas, maka saran dan 

rekomendasi penulis terhadap prosedur komplain yang ditetapkan oleh 

Bukalapak adalah sebagai berikut: 

a.  Perjanjian baku elektronik dalam transaksi di Bukalapak dikonstruksikan 

sebagai perjanjian jual beli yang sah maka pihak Bukalapak harus melengkapi 

perjanjian tersebut. Seperti menambahkan dalam klausul perjanjian pada 

bagian aturan penggunaan khususnya transaksi pembeli: 

“Jika barang yang diterima oleh pembeli mengalami kerusakan fungsi, maka 

pembeli diharuskan untuk mengirimkan bukti kerusakan melalui video 

dengan cara menguploadnya ke platform Youtube dan melampirkan link 

video pada kolom diskusi.” 

Hal ini dikarenakan perjanjian tersebut menjadi dasar bagi konsumen untuk 

sepakat mengikatkan diri sebagai pengguna Jasa Bukalapak. Apabila dalam 

perjanjian baku elektronik tersebut terdapat hal yang tidak diatur maka 
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dikemudian hari akan merugikan konsumen. Bukalapak harus memastikan 

bahwa setiap hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen yang diatur 

dalam perjanjian baku elektronik telah sesuai dengan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 

6 dan Pasal 7 UU PK. Walaupun Bukalapak menyatakan bahwa Bukalapak 

hanya sebagai penyedia wadah bertemunya pelapak dan konsumen namun 

tetap saja Bukalapak sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk 

memenuhi hak-hak konsumen. 

b. Penulis juga merekomendasikan Bukapalak untuk mewajibkan pelapaknya 

agar memberikan garansi ataupun jaminan terhadap barang yang dijual oleh 

pelapak. Hal ini dikarenakan transaksi yang terjadi tidak dengan tatap muka 

yang menyebabkan konsumen tidak dapat menguji ataupun mencoba barang 

yang dijual sehingga ada kemungkinan barang yang diterima oleh konsumen 

tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Memberikan garansi atau 

jaminan ini sebagai bentuk perlindungan konsumen terhadap hak-haknya 

sebagai konsumen. 

c. Selain itu, Konsumen juga harus lebih teliti lagi dalam membaca perjanjian 

baku elektronik yang dibuat oleh pelaku usaha. 
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